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WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Menimbang

Mengingat

SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota
Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);



Menetapkan

4.

9.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor  P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016  tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan
Pemerintahan Bidang Kehutanan;

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi
Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

Ls
2.

(1)

(2)

Daerah adalah Kota Bukittinggi.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.

Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas
adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi.

Jabatan Fungsional adalah jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan
teknis operasional tertentu pada Dinas.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2
Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan
bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan
Daerah.
Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris
Daerah.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

2.

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
a. sekretariat, terdiri atas:

1. subbagian umum dan kepegawaian; dan

2. subbagian perencanaan dan keuangan,
b. bidang penataan, penaatan dan pengendalian

lingkungan hidup, dan peningkatan kapasitas;
c. bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya

dan beracun, dan pengendalian pencemaran; dan
d. UPTD.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dipimpin oleh sekretaris yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan
huruf c, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh kepala subbagian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada sekretaris Dinas.
Pada sekretariat dan bidang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c terdapat kelompok
Jabatan  Fungsional dan/atau  pelaksana  yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
pejabat administrator.
Pada subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
terdapat pelaksana yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada pejabat pengawas.
UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB 111
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam

melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan

hidup yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan rencana strategis, rencana kerja dan
penetapan kinerja Dinas;

b. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;

c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan
bidang lingkungan hidup;

d. pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan dan
penggunaan anggaran Dinas;

e. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

f. pengoordinasian kebijakan dengan unit kerja terkait
dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf a mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan
koordinasi urusan ketatausahaan, keuangan, program,
evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Dinas.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian dan penyusunan program dan
anggaran,;
b. pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan,
akuntansi, dan pertanggungjawaban keuangan;
c. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian,
pengembangan kompetensi, dan pembinaan aparatur;
d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah
tangga, dan barang milik negara/Daerah;
e. pengoordinasian pelaporan pelaksanaan program dan
anggaran;
f. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan Dinas;
pengelolaan sarana dan prasarana kerja Dinas; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
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Pasal 6

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1

melaksanakan tugas urusan umum dan kepegawaian

Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), subbagian umum dan kepegawaian

menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan persuratan;

b. pelaksanaan dokumentasi dan kearsipan;

c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan,
dan ketertiban kantor;

d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang
milik negara/Daerah;

e. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian,
pengembangan kompetensi, dan pembinaan aparatur;
dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7
Subbagian perencanaan dan keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2
melaksanakan tugas urusan perencanaan dan keuangan
Dinas.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), subbagian perencanaan dan keuangan
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;



B

b. penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran,;

pelaksanaan penyusunan pelaporan kinerja;

penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan program dan anggaran,;

penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;

penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi, dan

pembukuan keuangan;

pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;

penyiapan penyusunan dan pengoordinasian

pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan

bagi pegawai,

i. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan; dan

N TR W
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j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Penataan, Penaatan dan Pengendalian Lingkungan

(1)

(2)

Hidup, dan Peningkatan Kapasitas

Pasal 8
Bidang penataan, penaatan dan pengendalian lingkungan
hidup, dan peningkatan kapasitas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai

tugas membantu kepala Dinas dalam merumuskan dan

melaksanakan kebijakan teknis dan pelayanan di bidang
penataan, penaatan dan pengendalian lingkungan hidup,
dan peningkatan kapasitas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), bidang penataan, penaatan dan pengendalian

lingkungan hidup, dan  peningkatan  kapasitas
menyelenggarakan fungsi:

a. penginventarisasian data dan informasi sumber daya
alam;

b. penyusunan dokumen rencana perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

c. pengoordinasian dan sinkronisasi pemuatan rencana
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dalam rencana pembangunan jangka panjang dan
rencana pembangunan jangka menengah;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

e. penentuan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup;

f. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup
(produk domestik bruto dan produk domestik regional
bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, dan
pendanaan lingkungan hidup);

g. penyinkronisasian rencana perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota dengan
rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup nasional;

h. penyusunan neraca dan sumber daya alam dan
lingkungan hidup;
penyusunan status lingkungan hidup Daerah;

j. penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
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pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi
hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan
noninstitusi;

pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah;
penentuan baku mutu lingkungan;

pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian
informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber
pencemar institusi dan noninstitusi;

pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan,
remediasi, rehabilitasi, dan restorasi) sumber
pencemar institusi dan noninstitusi;

penentuan baku mutu sumber pencemar;
pengembangan sistem informasi kondisi, potensi
dampak, dan pemberian peringatan akan pencemaran
atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
penyediaan sarana dan prasarana pemantauan
lingkungan (laboratorium lingkungan);

penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi,
pengisolasian, dan penghentian) kerusakan
lingkungan,

pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi,
rehabilitasi, dan restorasi) kerusakan lingkungan;
pelaksanaan perlindungan dan pengawetan sumber
daya alam;

pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya
alam;

pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim;

. pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan

penyusunan profil emisi gas rumah kaca;

pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku
kepentingan tentang rencana perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

penyusunan dan pengesahan kajian lingkungan hidup
strategis Daerah;

fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan
kajian lingkungan hidup strategis;

fasilitasi pembinaan penyelenggaraan kajian
lingkungan hidup strategis;

pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup
strategis;

koordinasi penyusunan instrumen pencegahan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
(analisis dampak  lingkungan  hidup, upaya
pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan
lingkungan hidup, persetujuan lingkungan, audit
lingkungan hidup, dan analisis risiko lingkungan
hidup);

hh.penilaian terhadap dokumen lingkungan (analisis

dampak lingkungan hidup, dan upaya pengelolaan
lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan
hidup);
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fe:
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uu.

ZZ.
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penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup
yang transparan (komisi penilai, tim pakar, dan
konsultan);

pelaksanaan proses persetujuan lingkungan;
penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan
pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau
kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup;

pelaksanaan  penelaahan dan  verifikasi atas
pengaduan;

penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi
pengaduan,;

pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring, dan
pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar
pengadilan maupun melalui pengadilan;

sosialisasi tata cara pengaduan;

pengembangan sistem informasi penerimaan
pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang
tidak sesuai dengan ijin perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;

penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha
dan atau kegiatan yang memiliki persetujuan
lingkungan dan persetujuan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan;

pelaksanaan pengawasan terhadap penerima
persetujuan lingkungan dan persetujuan perlindungan
dan pengelolaan
lingkungan;

pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi
hasil evaluasi penerima persetujuan lingkungan dan
persetujuan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan;

. pembentukan tim koordinasi dan monitoring

penegakan hukum lingkungan;
pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran

lingkungan hidup;

. penanganan barang bukti dan penanganan hukum

pidana secara terpadu;

penyusunan  kebijakan pengakuan keberadaan
masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum
adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;

identifikasi, verifikasi, dan validasi serta penetapan
pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak
masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup;

bbb. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan

masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau
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pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum
adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;

pelaksanaan komunikasi dialogis dengan masyarakat
hukum adat;

pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum
adat;

penyusunan data dan informasi profil masyarakat
hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;

penyusunan  kebijakan  peningkatan  kapasitas
masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,

pengembangan dan pendampingan terhadap
masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

hhh.pelaksanaan fasilitasi kerja sama dan pemberdayaan

nnn.

000.

PPp.

qqq-

SS8sS.

ttt.
uuu.

masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

penyiapan model peningkatan kapasitas dan
peningkatan kerja sama masyarakat hukum adat,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

. penyiapan sarana dan prasarana peningkatan

kapasitas dan peningkatan kerja sama masyarakat
hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;

. pengembangan materi pendidikan dan pelatihan dan

penyuluhan lingkungan hidup;

. pengembangan metode pendidikan dan pelatihan dan

penyuluhan lingkungan hidup;

. pelaksanaan  pendidikan dan  pelatihan dan

penyuluhan lingkungan hidup;

peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh
lingkungan hidup;

pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat
peduli lingkungan hidup;

pelaksanaan identifikasi kebutuhan pendidikan dan
pelatihan dan penyuluhan;

penyiapan sarana dan prasarana pendidikan dan
pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
penyusunan kebijakan tata cara pemberian
penghargaan lingkungan hidup;

pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
dukungan program pemberian penghargaan tingkat
provinsi dan nasional;



9-

www. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi
dan noninstitusi;
xxx. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber
pencemar institusi dan non institusi;
yyy. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar
institusi dan noninstitusi; dan
zzz. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun, dan Pengendalian Pencemaran

Pasal 9

(1) Bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya
dan beracun, dan pengendalian pencemaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ mempunyai
tugas membantu kepala Dinas dalam merumuskan dan
melaksanakan kebijakan teknis dan pelayanan di bidang
pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan
beracun, dan pengendalian pencemaran.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), bidang pengelolaan sampah, limbah bahan
berbahaya dan beracun, dan pengendalian pencemaran

menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat
Daerah;

b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas
jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;

c. perumusan kebijakan pengurangan sampabh;

d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada
produsen/industri;

e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan
kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;

f. pembinaan pendaur ulangan sampabh;

g. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;

h. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk
dan kemasan produk;

i. perumusan kebijakan penanganan sampah di
Daerah;

j- koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,
dan pemrosesan akhir sampah;

k. penyediaan sarana dan prasarana penanganan
sampabh;

l. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan
sampabh;

m. penetapan lokasi tempat tempat penampungan
sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan
tempat pemrosesan akhir sampah;

n. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir
dengan sistem pembuangan open dumping;

0. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat
pengelolaan sampabh;

p. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan
pemrosesan akhir sampah;
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pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain
dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah
dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
pengembangan investasi dalam wusaha pengelolaan
sampah;

penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah,
pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah
yang diselenggarakan oleh swasta;

pelaksanaan perizinan pengolahan sampah,
pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah
yang diselenggarakan oleh swasta;

perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan
kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh
pihak lain (badan usaha);

pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Kkinerja
pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak
lain (badan usaha);

perumusan penyusunan kebijakan perizinan
penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan
beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan, dan
pencabutan) di Daerah;

pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara
limbah bahan berbahaya dan beracun di Daerah;
pelaksanaan pemantauan dan pengawasan
penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan
beracun di Daerah;

penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan limbah
bahan  berbahaya dan  beracun (pengajuan,
perpanjangan, perubahan, dan pencabutan) di skala
kota;

pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah bahan
berbahaya dan beracun;

pelaksanaan pemberian persetujuan pengangkutan
limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan
alat angkut roda 3 (tiga) pada fasilitas pelayanan
kesehatan;

perencanaan konservasi keanekaragaman hayati,
penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi,
pemanfaatan  berkelanjutan, dan  pengendalian
kerusakan keanekaragaman hayati;

pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi
keanekaragaman hayati;

penyelesaian konflik dalam pemanfaatan
keanekaragaman hayati;

pengembangan sistem informasi dan pengelolaan
database keanekaragaman hayati; dan

hh. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 10

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf d dapat dibentuk untuk menyelenggarakan
sebagian tugas Dinas sesuai dengan kebutuhan.
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(2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 11
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seluruh unsur di
lingkungan Dinas menerapkan sistem kerja aparatur sipil
negara yang berorientasi pada kinerja, kolaboratif, adaptif,
transparan, dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem
kerja yang fleksibel.

Pasal 12
(1) Setiap pimpinan unit kerja wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam

penyelenggaraan tugas, baik di lingkungan internal Dinas
maupun dengan perangkat daerah dan instansi terkait.
(2) Pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin,

mengoordinasikan, membina, dan mengawasi
pelaksanaan tugas bawahan dan/atau tim kerja.
Pasal 13

(1) Pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas dilaksanakan
melalui sistem kerja kolaboratif berbasis kinerja.

(2) Dalam rangka pencapaian target kinerja, kepala Dinas
dapat membentuk tim kerja sesuai kebutuhan organisasi.

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
atas pejabat fungsional dan/atau pelaksana yang dapat
berasal dari lintas unit kerja dan/atau lintas perangkat
Daerah berdasarkan persetujuan pimpinan unit kerja
asal.

(4) Tim kerja dipimpin oleh ketua tim yang ditetapkan oleh
kepala Dinas berdasarkan kompetensi dan keahlian.

Pasal 14

(1) Setiap unsur organisasi menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara
berjenjang.

(2) Dalam hal pelaksanaan tugas dilakukan melalui tim kerja,
laporan disampaikan kepada ketua tim untuk selanjutnya
dilaporkan kepada pimpinan unit kerja sebagai bahan
evaluasi capaian kinerja.

Pasal 15

(1) Pimpinan unit kerja melakukan pemantauan dan evaluasi
kinerja atas pelaksanaan tugas dan kegiatan berdasarkan
target kinerja yang telah ditetapkan.

(2) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan sebagai bahan penilaian kinerja aparatur
sipil negara serta dasar pengembangan karier, pemberian
penghargaan, dan/atau penjatuhan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat
struktural yang ada sebelum Peraturan Wali Kota ini tetap
melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan pelantikan
pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan
Wali Kota Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2022 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 18
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
12 Maret 2026

Diundangkan di Bukittinggi
2 G Aprn

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2026 NOMOR 9



LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 9@ TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP

SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DINAS

BIDANG PENATAAN, PENAATAN
DAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN
PENINGKATAN KAPASITAS

1

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL/PELAKSANA

—

BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH, LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL/PELAKSANA

UPTD

SEKRETARIAT
|
1 1 1
SUBBAGIAN SUBBAGIAN KELOMPOK
UMUM DAN PERENCANAAN JABATAN
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN FUNGSIONAL
I I
PELAKSANA PELAKSANA




